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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor 26/Pdt.G/2024/PA.Ksn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kasongan yang memeriksa dan mengadili perkara

Perdata  Agama  dalam  tingkat  pertama  dalam  sidang  Majelis  Hakim,  telah

menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

Penggugat,  tempat  dan  tanggal  lahir  Tumbang Samba,  12  Agustus

1992,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawati

Warung  Makan,  pendidikan  SLTP,  tempat

kediaman  di  Xxxx,  Kabupaten  Katingan,

Provinsi  Kalimantan  Tengah,  sebagai

Penggugat;

melawan

Tergugat, tempat  dan  tanggal  lahir  Tumbang  Manggu,  26  Oktober

1996,  agama  Islam,  pekerjaan  Karyawan  PT.

Dwimajaya  Utama,  pendidikan  SD,  tempat

kediaman Xxxx  Kabupaten  Katingan,  Provinsi

Kalimantan Tengah, sebagai  Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat; 

Telah memeriksa alat-alat bukti Penggugat;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 20

Februari  2024 yang  terdaftar  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama Kasongan

pada  hari  itu  juga  dengan  register  perkara  Nomor  26/Pdt.G/2024/PA.Ksn,

mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 1
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1.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  pada  tanggal 02  Juli  2018,  Penggugat  dengan  Tergugat

melangsungkan  pernikahan  yang  dicatat  oleh  Pegawai  Pencatat  Nikah

Kantor Urusan Agama Kecamatan Katingan Tengah, Kabupaten Katingan,

Provinsi  Kalimantan  Tengah, sebagaimana  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor:

xxxx/xxx/xx/xxxx, tertanggal 02 Juli 2018;

2.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  pada saat  menikah Penggugat  berstatus  Perawan  dan Tergugat

berstatus Jejaka;

3.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat  kediaman  di

rumah  orang  tua  Penggugat yang  beralamatkan  di  Xxxx,  Kabupaten

Katingan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah, dan  sebagai  tempat kediaman

bersama terakhir;

4.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  selama pernikahan  tersebut,  Penggugat  dengan  Tergugat  hidup

rukun dan  telah melakukan hubungan suami isteri dan telah  dikaruniai 1

(Satu) orang anak yang bernama;

4. 1  anak,  NIK.  xxxxxxxxxxxxxxx, Lahir di Katingan, Tanggal lahir 08

Juni  2020,  Anak  tersebut  belum  sekolah;  Anak  tersebut  dalam

pengasuhan Penggugat;

5.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, sejak tahun 2020,  ketentraman rumah tangga Penggugat dengan

Tergugat  mulai  tidak harmonis,  sering terjadi  perselisihan terus menerus

dan sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan, antara lain:

5.1. Tergugat sering menggunakan narkoba;

5.2. Tergugat sering bermain judi;

5.3. Tergugat pernah berencana melakukan Kekerasan Dalam Rumah

Tangga  (KDRT)  kepada  Penggugat,  Ayah  Penggugat,  dan  Saudara

Penggugat;

5.4. Tergugat sering mempermasalahkan pengelola keuangan rumah

tangga yang dilakukan Penggugat;
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6.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, Tergugat pernah memakan daging babi serta memberikan makan

kepada anak yang bernama anak;

7.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, puncak keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat terjadi

pada bulan Desember  tahun 2023,  akibatnya antara  Penggugat  dengan

Tergugat  telah  pisah  rumah,  yang  mana  Tergugat  pergi  meninggalkan

rumah kediaman bersama dan tinggal di rumah orang tua Tergugat yang

beralamat  di  Xxxx Kabupaten Katingan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah,

sedangkan Penggugat masih tinggal dirumah kediaman bersama terakhir;

8.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, adanya kejadian tersebut rumah tangga antara Penggugat dengan

Tergugat   sudah  tidak  dapat  dibina  dengan  baik  sehingga  tujuan

perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan

rahmah sulit dipertahankan lagi  karenanya agar masing-masing pihak tidak

melanggar  norma  yang  berlaku  maka  perceraian  merupakan  alternatif

terakhir; 

9.--------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, keluarga Penggugat sudah berusaha Menasehati Penggugat agar

memberikan  Tergugat  kesempatan  lagi,  namun  Penggugat  tetap  pada

pendirian untuk bercerai dengan Tergugat;

10.------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa, Penggugat tidak sanggup lagi berumah tangga dengan Tergugat,

maka Penggugat memohon kepada ketua Pengadilan Agama Kasongan,

untuk mengabulkan gugatan cerai Penggugat dan menjatuhkan talak satu

bain shughra Tergugat terhadap Penggugat; 

11.------------------------------------------------------------------------------------------------

Bahwa,  Penggugat  bersedia  membayar  biaya  perkara  sesuai  dengan

ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan  alasan/dalil-dalil  diatas,  Penggugat  mohon  agar  Ketua

Pengadilan Agama Kasongan, Cq. Majelis Hakim yang menangani perkara ini
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segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan

yang amarnya berbunyi:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;

2. Mejatuhkan  talak  satu  bain  shughra  Tergugat  (Tergugat)  terhadap

Penggugat (Penggugat);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat datang

menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang

menghadap  dan tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap sebagai

wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut

dan ketidakhadirannya  tersebut  tidak  disebabkan  oleh  suatu  halangan yang

sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Bahwa  Majelis  Hakim  kemudian  memberikan  nasihat  kepada

Penggugat agar sedianya mengupayakan perdamaian, namun tidak berhasil

karena Penggugat bersikeras bercerai dari Tergugat;

Bahwa  proses  mediasi  sebagaimana  maksud  PERMA Nomor  1

Tahun  2016  tentang  Prosedur  Mediasi  di  Pengadilan,  tidak  dapat

dilaksanakan karena Tergugat tidak hadir di persidangan;

Bahwa  selanjutnya  pemeriksaan  perkara  dilakukan  dalam  sidang

tertutup  untuk  umum  dengan  terlebih  dahulu  dibacakan  surat  gugatan

Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa  Tergugat  tidak  hadir  menghadap  di  persidangan,  dan

terhadap  gugatan  Penggugat  tersebut,  Tergugat  tidak  pula  mengajukan

suatu  jawaban  dalam  bentuk  apapun,  maka  pemeriksaan  perkara  ini

dilanjutkan ke pemeriksaan pembuktian dari Penggugat;  

Bahwa  untuk  menguatkan  dalil-dalil  gugatannya,  Penggugat

mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Bukti Surat.
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Fotokopi  Kutipan Akta Nikah  Nomor: xxxx/xxx/xxx/xxxx,  tertanggal 02 Juli

2018, yang aslinya dikeluarkan oleh Kantor Urusan Kecamatan Katingan

Tengah,  Kabupaten  Katingan,  Provinsi  Kalimantan  Tengah. Bukti surat

tersebut  telah  diberi  meterai  cukup dan  telah  dinazegelen serta telah

dicocokkan dengan aslinya  yang ternyata  sesuai,  lalu  diparaf  dan diberi

tanda P;

2. Bukti Saksi.

Saksi 1, Saksi I, umur 56 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan

Petani/Pekebun,  bertempat  tinggal  di  Xxxxxkabupaten  Katingan  Provinsi

Kalimantan Tengah, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada

pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah ayah kandung Penggugat;

 Bahwa saksi mengetahui  antara Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri yang menikah secara sah, dan saksi hadir pada saat upacara

perkawinan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa  Saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan

Tergugat bertempat tinggal di rumah saksi di Xxxxx kabupaten Katingan

Provinsi Kalimantan Tengah;

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia

1 (satu) orang anak;

 Bahwa  Saksi  mengetahui  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat

awalnya rukun dan harmonis,  namun kemudian sejak dikaruniai  anak

hubungan  Penggugat  dan  Tergugat  mulai  terdapat  perselisihan  dan

pertengakaran;

 Bahwa  saksi  pernah  melihat  sendiri  Penggugat  dan  Tergugat

sedang cek-cok mulut yang disebabkan mengenai masalah ekonomi;

 Bahwa  saksi  mendengar  sendiri  bahwa  Tergugat  sering

mempertanyakan  mengenai  nafkah  kepada  Penggguat  yang  sering

habis dan mempertanyakan kebutuhan Penggugat dan Tergugat;

 Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  adanaya  KDRT yang  dilakukan

oleh  Tergugat  kepada  Penggugat,  saksi  hanya  pernah  sekali  melihat
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Tergugat  mengguncang  kepala  Penggugat  namun  saksi  tidak

mengetahui sebab nya;

 Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  alasan  pertengakran  yang  lain,

selain  dari  masalah  keuangan  yang  dialami  oleh  Penggugat  dan

Tergugat;

 Bahwa saksi  mengetahui  Penggugat  dan Tergugat  sudah pisah

tempat  tinggal,  yaitu  sejak  bulan  Januari  tahun  2024  lalu  dimana

Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

 Bahwa  saksi  melakukan  penasehatan  kepada  Penggugat  dan

Tergugat ketika mereka bertengkar;

 Bahwa saksi belum pernah merukunkan Pengugat dan Tergugat

sejak mereka berpisah;

Saksi 2, Saksi II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan

Buruh  Harian  Lepas,  bertempat  tinggal  di  XxxxxKabupaten  Katingan

Provinsi  Kalimantan  Tengah,  di  bawah  sumpah memberikan  keterangan

yang pada pokoknya sebagai berikut :

 Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi

adalah adik kandung Penggugat;

 Bahwa saksi mengetahui  antara Penggugat dan Tergugat adalah

suami istri yang menikah secara sah pada tahun 2018 lalu;

 Bahwa  Saksi  mengetahui  setelah  menikah  Penggugat  dan

Tergugat  bertempat  tinggal  di  rumah  orang  tua  Penggugat  di  Xxxxx

kabupaten Katingan Provinsi Kalimantan Tengah;

 Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah dikarunia

1 (satu) orang anak;

 Bahwa  Saksi  mengetahui  hubungan  Penggugat  dan  Tergugat

awalnya rukun dan harmonis,  namun kemudian sejak dikaruniai  anak

pada tahun 2020 hubungan Penggugat dan Tergugat mulai terlihat tidak

harmonis;

 Bahwa  saksi  sering  melihat  sendiri  Penggugat  dan  Tergugat

sedang bertengkar dan berselisih yang disebabkan mengenai masalah

ekonomi;
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 Bahwa  saksi  mengetahui  sendiri  bahwa  Tergugat  sering

mempertanyakan nafkah yang diberikan kenapa sering habis, dan sering

mempertanyakan habis nya nafkah tersebut untuk apa saja;

 Bahwa  saksi  tidak  mengetahui  adanaya  KDRT yang  dilakukan

oleh  Tergugat  kepada  Penggugat,  saksi  hanya  pernah  mendengar

Tergugat mengancam untuk memukul ayah Penggugat keteika sedang

emosi;

 Bahwa saksi  mengetahui  Penggugat  dan Tergugat  sudah pisah

tempat  tinggal,  yaitu  sejak  bulan  Januari  tahun  2024  lalu  dimana

Tergugat pergi meninggalkan kediaman bersama;

 Bahwa saksi pernah melakukan penasehatan kepada Penggugat

dan  Tergugat  ketika  mereka  bertengka  namun  saksi belum  pernah

menmerukunkan Pengugat dan Tergugat sejak mereka berpisah;

Bahwa atas keterangan para saksi  tersebut,  Penggugat  menyatakan

menerima dan  membenarkan,  sedangkan  Tergugat  tidak  dapat  didengarkan

tanggapannya;

Bahwa  selanjutnya  Penggugat menyatakan  tidak  akan  mengajukan

apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa  untuk  mempersingkat  uraian  putusan  ini,  ditunjuk  segala

sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini  sebagai

bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat adalah

sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara cerai gugat yang

diajukan oleh Penggugat yang beragama Islam atas dasar perkawinan yang

dilaksanakan berdasarkan hukum Islam, maka berdasarkan Pasal 49 Ayat (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  yang  kedua  dengan  Undang-Undang

Nomor  50  Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  Pengadilan  Agama

berwenang mengadili perkara ini;
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Menimbang,  bahwa  Penggugat  yang  mengajukan  perkara  ini

mengaku  sedang  terikat  dalam  sebuah  perkawinan  dengan  Tergugat,

kemudian  mengajukan  cerai  gugat  yaitu  agar  perkawinannya  dengan

Tergugat  diputus karena perceraian,  maka berdasarkan Pasal  73 ayat  (1)

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-

Undang  Nomor  3  Tahun  2006  dan  yang  kedua  dengan  Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Penggugat memiliki  legal

standing untuk mengajukan perkara ini melawan Tergugat, karena merupakan

pihak-pihak  yang  berkepentingan  langsung  dengan  perkara  ini  (persona

standi in judicio);

Menimbang,  bahwa  Hakim  telah  memerintahkan  agar  Penggugat  dan

Tergugat  dipanggil  menghadap  di  muka  sidang  pada  waktu  yang  telah

ditetapkan, dan Penggugat hadir di muka sidang;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  tidak  hadir  di  persidangan,  dan  tidak

menyuruh  orang  lain  sebagai  wakil/kuasa  hukumnya  untuk  hadir  di

persidangan, dan tidak datangnya itu tidak disebabkan suatu halangan yang

sah padahal Tergugat sudah dipanggil secara resmi dan patut sesuai ketentuan

Pasal 149 dan 718 Ayat (1) R.Bg jo. Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan tersebut

harus diperiksa tanpa hadirnya Tergugat serta putusan atas perkara ini dapat

dijatuhkan secara verstek, hal ini sejalan dengan pendapat Ulama, yang oleh

Majelis Hakim diambil alih sebagai pendapat sendiri, pendapat dalam kitab al-

Anwar, juz II, halaman 149, yang berbunyi:

يهْإ إإحْضَارُهُ تعََذرَّ إإنْو مَاعَ جَازَ وَتعََزّزإهإ لإتوََارإ عَليَهْإ وَالحُْكمُْ وَالبْيَنّةَُ الدعّْوَى سإ

Artinya:  “Apabila  Tergugat  berhalangan  hadir  karena  bersembunyi  atau

enggan, maka hakim boleh memeriksa gugatan tersebut dan alat-alat

yang diajukan dan memberikan keputusannya”;

Menimbang,  bahwa karena  ketidakhadiran  Tergugat,  maka  mediasi

tidak dapat dilaksanakan, namun Hakim sesuai ketentuan Pasal 154 R.Bg. jo.

Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo

Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dalam tiap persidangan
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telah berupaya memberikan nasihat secara wajar kepada Penggugat  dalam

rangka perdamaian, namun upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  surat  gugatannya  yang  telah

dibacakan dalam persidangan, Penggugat mengemukakan dalil-dalil dan/atau

alasan-alasan sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk Perkara, yang

pada pokoknya Penggugat memohon agar hubungan perkawinannya dengan

Tergugat diceraikan dengan Talak Satu Bain Shughra, dengan alasan antara

Penggugat  dan Tergugat  sering terjadi  perselisihan dan pertengkaran yang

terus-menerus yang sulit dirukunkan lagi;

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan Penggugat  karena

Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup;

Menimbang,  bahwa  Penggugat telah  mengajukan  bukti  P  berupa

fotokopi  Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat  yang berwenang

sebagai  akta  autentik,  bermeterai  cukup,  telah  dicap  pos  (nazegelen)  dan

sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil,

isi  bukti  tersebut  menerangkan  bahwa  Penggugat telah  menikah  dengan

Tergugat pada  tanggal  02  Juli  2018,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak

dibuktikan oleh  Penggugat,  maka  bukti  P tersebut  merupakan  akta  autentik

yang  memiliki  nilai  pembuktian  yang  sempurna  (volledig)  dan  mengikat

(bindende);

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P tersebut  harus  dinyatakan

terbukti  bahwa  Penggugat dengan  Tergugat adalah suami istri  sah, menikah

pada  tanggal  02  Juli  2018,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan  pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang,  bahwa  Penggugat juga  telah  mengajukan  saksi-saksi

yaitu:  Saksi  I dan  Saksi  II,  keduanya  telah  memberikan  keterangan

sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang,  bahwa saksi  berjumlah dua orang dengan keterangan

yang saling bersesuaian satu sama lain, di samping juga perangai kedua saksi
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tidak  membuat  keterangan  mereka  cacat,  sehingga  tidaklah  melanggar

ketentuan Pasal 306 R.Bg dan telah sesuai dengan maksud Pasal 309 R.Bg.

Saksi I  dan Saksi II  masing-masing adalah kerabat dekat Penggugat, yang

merupakan orang-orang yang dekat dengan Penggugat dan Tergugat, yang

harus didengar kesaksiannya sesuai ketentuan Pasal 22 Ayat (2) Peraturan

Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Ayat (1) Undang-Undang Nomor

7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama; 

Menimbang  bahwa  kesaksian  diberikan  secara  terpisah  sesuai

maksud Pasal 171 Ayat (1) R.Bg, dan di bawah sumpah sesuai Pasal 175

R.Bg, maka dengan demikian alat bukti saksi yang diajukan Penggugat telah

memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan  Penggugat, bukti tertulis

dan keterangan para saksi, Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta hukum

yang disimpulkan sebagai berikut:

 Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

 Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  pernah  hidup  rukun  dan  telah

dikaruniai satu orang anak;

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran sejak tahun 2018;

 Bahwa sebab perselisihan dan pertengkaran tersebut mengenai keadaan

ekonomi rumah tangga Penggugat  dan Tergugat,  dimana Tergugat  sering

mempertanyakan nafkah yang diberikan cepat habis;

 Bahwa dari pertengkaran dan perselisihan tersebut kini Penggugat dan

Tergugat telah pisah rumah selama kurang lebih 3 bulan lalu;

 Bahwa  belum  ada  usaha  perukunan  dari  pihak  keluarga  Penggugat

maupun Tergugat setelah terjadinya perpisahan tersebut;

Menimbang,  bahwa berdasarkan fakta-fakta  tersebut  di  atas,  Majelis

Hakim akan mempertimbangkan guna mengadilinya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sebagaimana termaksud dalam Pasal 116 huruf f

Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam yang

menyatakan bahwa Perceraian dapat terjadi dengan alasan antara suami dan
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isteri  terus  menerus  terjadi  perselisihan  dan  pertengkaran  dan  tidak  ada

harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang,  bahwa terhadap ketentuan tersebut  Mahkamah Agung

melalu Surat  Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2023 pada bagian

Rumusan Kamar Agama angka 1 bagian hukum perkawinan telah menjelaskan

bahwa "Perkara perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran terus

menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami  istri  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat

melakukan KDRT."

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat dan para saksi

telah  terbukti  terdapat  perselisihan  sejak  tahun  2018  yang  berjalan  rukun

kemudian tengkar kemudian rukun kembali dan sewaktu waktu bisa bertengkar

kembali hingga puncaknya telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak bulan

Januari tahun 2024, atau kurang lebih terlah berpisah selama 4 bulan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan Penggugat dan saksi-saksi

di  persidangan  telah  terbukti  perselisihan  dan  pertengkaran  tersebut

disebabkan oleh adanya masalah ekonomi keluarga Penggugat dan Tergugat,

dimana  Tergugat  selalu  mempertanyakan  nafkah  yang  diberikan  kepada

Penggugat cepat habis;

Menimbang,  bahwa  terhadap  keterangan  saksi-saksi  yang  saling

bersesuaian tidak terbukti adanya KDRT dalam rumah tangga Penggugat dan

Tergugat, karena para saksi tidak pernah melihat adanya KDRT yang dilakukan

oleh Tergugat kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan para saksi yang bersesuaian

telah menyatakan tidak/belum terdapat usaha perukunan kepada Penggugat

dan Tergugat setelah mereka berpisah;

Menimbang,  bahwa  dengan  fakta-fakta  tersebut  Majelis  Hakim

berpendapat ketentuan mengenai pasal 116 huruf f jo SEMA Nomor 3 tahun

2023 tentang pemberlakuan rumusan kamar Mahkamah Agung yang berbunyi

"Perkara  perceraian  dengan  alasan  perselisihan  dan  pertengkaran  terus
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menerus  dapat  dikabulkan  jika  terbukti  suami  istri  terjadi  perselisihan  dan

pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi

dalam rumah tangga diikuti dengan telah berpisah tempat tinggal paling singkat

6 (enam) bulan kecuali ditemukan fakta hukum adanya Tergugat/Penggugat

melakukan KDRT”  tidak  terpenuhi,  karena antara  Penggugat  dan Tergugat

baru berpisah selama kurang lebih 3 bulan saja, sementara itu usaha untuk

merukunkan keduanya melalui pihak keluarga juga belum dilaksanakan;

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan

tersebut  di  atas,  Hakim  berpendapat  bahwa  Penggugat  tidak  dapat

membuktikan  dalil-dalil  gugatannya  mengenai  rumah  tangga  antara

Penggugat  dengan  Tergugat  yang  sudah  tidak  dapat  dibina  dengan  baik

sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang sakinah,

mawaddah  dan  rahmah  sulit  dipertahankan  lagi,  karenanya  gugatan

Penggugat tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa perkara a quo termasuk bidang perkawinan,

maka berdasarkan pasal  89  Ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7  Tahun

1989  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-undang  Nomor   3

Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50

Tahun  2009  tentang  Peradilan  Agama,  maka  biaya  perkara  ini

dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya akan disebutkan dalam

diktum akhir putusan ini;

 Mengingat  segala  Peraturan  Perundang-undangan  yang

berlaku serta dalil-dalil syar’i yang berkenaan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan  Tergugat  yang  telah  dipanggil  dengan  resmi  dan  patut

untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

2. Menolak gugatan Penggugat dengan verstek;

3. Membebankan kepada Penggugat  untuk membayar  biaya perkara ini

sejumlah Rp1.845.000,00 (satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu

rupiah);

Hal. 12 dari 14 Hal. Putusan No.26/Pdt.G/2024/PA.Ksn

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 12



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian  diputuskan  dalam  musyawarah  Majelis  Hakim  Pengadilan

Agama Kasongan pada hari Kamis tanggal  7 Maret 2024 Masehi bertepatan

dengan  tanggal  26  Syaban  1445  Hijriah  oleh  EMA FATMA NURIS,  S.H.I

sebagai  Ketua  Majelis,  AZIM  IZZUL  ISLAMI,  S.H.I.,  M.H.  dan  FARIZ

PRASETYO  AJI,  S.H., masing-masing  sebagai  Hakim  Anggota,  putusan

tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh

Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh BAYU

IRAWAN, S.H.I sebagai Panitera Pengganti,  dengan dihadiri  oleh  Penggugat

tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota 

AZIM IZZUL ISLAMI, S.H.I., M.H.

FARIZ PRASETYO AJI, S.H.

Ketua Majelis,

EMA FATMA NURIS, S.H.I

Panitera Pengganti,

BAYU IRAWAN, S.H.I

Perincian biaya :

-  Pendaftaran : Rp 30.000,00

-  Proses : Rp 75.000,00

-  Panggilan : Rp 1.700.000,00

-  PNBP : Rp 20.000,00

-  Redaksi : Rp 10.000,00

-  Meterai : Rp              10.000,00  

J u m l a h : Rp 1.845.000,00

(satu juta delapan ratus empat puluh lima ribu rupiah).
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Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 13
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Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk Salinan

Panitera Pengadilan Agama Kasongan

H. MUHAMAD AINI., S.Ag
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Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 14


